v
j V/

\((’

NN

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 51 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 42
TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PINJAMAN
DANA BERGULIR BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO
DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan pinjaman dana bergulir dengan pola
eksekuting tidak dapat dilaksanakan oleh bank pelaksana,
sehingga perlu merubah dan merevisi Peraturan Walikota
Semarang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi dan
Usaha Mikro di Kota Semarang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
di atas, maka perlu menerbitkan Peraturan Walikota
Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Semarang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi dan
Usaha Mikro di Kota Semarang.

b

Mengingat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Idonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 3851);

A



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga
Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5394);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1076 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri , Jepara,
dan Kendal serta penetaan Kecamatan di Wilayah
Kotamadya Derah Tingkat II Semarang dalam Wilayah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89 };




Menetapkan :

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 83);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14);

Peraturan Walikota Semarang Nomor 42 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi
Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Semarang (Berita Daerah
Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 42 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PINJAMAN DANA
BERGULIR BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO DI KOTA
SEMARANG




Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 42 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi dan
Usaha Mikro di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016
Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

10.

11.

Daerah adalah Kota Semarang.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Semarang.

Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
Koperasi dan Usaha Mikro

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Semarang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Semarang.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala perangkat daerah pengelola keuangan daerah yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
selaku Bendahara Umum Daerah.

Bank Pelaksana adalah bank yang ditetapkan oleh Walikota untuk
menyalurkan pinjaman Dana Bergulir.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau
badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi
rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi Simpan Pinjam selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi
yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau
badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling
banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan
tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).




2. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 4

Pinjaman dana bergulir adalah program pemberian pinjaman dana
dari pemerintah yang dipinjamkan kepada koperasi dan usaha mikro
dengan bunga lunak bekerjasama dengan bank yang ditunjuk
Walikota dalam rangka memperkuat permodalan koperasi dan usaha
mikro, yang harus dikembalikan dengan sistem pembayaran
mengangsur agar dapat digulirkan kembali ke koperasi dan usaha
mikro yang lain.

Pelaksanaan pemberian pinjaman dana bergulir bekerjasama dengan
Bank Pelaksana.

Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh
Walikota.

Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2
dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Untuk mendukung pelaksanaan pinjaman dana bergulir dan penyaluran,
dibuka 2 (dua) rekening di Bank Pelaksana atas nama PPKD, yaitu;

a. rekening dana penampungan pokok; dan

b. rekening dana penampungan bunga.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)

Pasal 9

Usaha Mikro yang akan memperoleh pinjaman dana bergulir, dapat
mengajukan proposal pinjaman dengan dilampiri:

a. fotokopi KTP;

b. Surat Keterangan Domisili yang ditandatangani olch Lurah dan
Camat setempat;

c. fotokopi ljin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dengan skala usaha
mikro;

d. fotokopi agunan berupa sertifikat tanah, Buku Pemilik Kendaraan
Bermotor (BPKB) atau sertifikat deposito, asli diserahkan pada saat
pinjaman direalisasikan, bagi yang mengajukan pinjaman lebih
dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah] sampai dengan
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).




5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Besaran pinjaman bagi Koperasi dan Usaha Mikro ditentukan oleh Dinas
dan Bank Pelaksana.

Pasal 11
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 November 2016

WALIKQ EMARANG

a——

HENDRAR PRIHADI
Diundangkan di Semarang
pada tanggal 22 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 5%




